
 

KPU PROVINSI GORONTALO 
 

LAPORAN BERKALA 
PERMASALAHAN HUKUM DALAM 

TAHAPAN PENYELENGGARAAN 
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI 3 KABUPATEN DI PROVINSI GORONTALO  

TAHUN 2020 
 

 

Bulan  : Oktober 2020 
Tahapan : Penetapan Pasangan Calon 

 

No. Lembaga 
(Bawaslu, 
PTUN, PN, 

PTTUN, 
DKPP, 

Polisi) 

 
 

Pokok Permasalahan 

 
 

Pemohon/Pelapor/ 

Penggugat/Pengadu 

 
 

Putusan/ 

Rekomendasi 

 
Tindak Lanjut 

Putusan/ 

Rekomendasi 

 
 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 

KPU Kabupaten Gorontalo 

1. Bawaslu 
Kabupaten 
Gorontalo 

Laporan Dugaan Pelanggaran 
Administrasi terkait: 
 

“Adanya penginputan dokumen 
yang tidak sesuai ketentuan 

dalam SILON (Sistem Informasi 
Pencalonan) berupa Tanda 

Bukti Tidak Mempunyai 
Tunggakan Pajak dari Kantor 

Paslon a.n. H. Tonny 
S. Junus dan H. 
Daryatno Gobel 

Perkara 
Diberhentikan 

- Perkara dengan No. 
Registrasi 
09/LP/PB/Kab/29.04/IX/2

020 
Tanggal 25 September 2020 

 
Terlapor: 

1. KPU Kabupaten 
Gorontalo 



No. Lembaga 
(Bawaslu, 

PTUN, PN, 
PTTUN, 

DKPP, 
Polisi) 

 
 

Pokok Permasalahan 

 
 

Pemohon/Pelapor/ 
Penggugat/Pengadu 

 
 

Putusan/ 
Rekomendasi 

 
Tindak Lanjut 

Putusan/ 
Rekomendasi 

 
 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 

Pelayanan Pajak dalam bentuk 
Surat Keterangan Fiskal”. 

2. Paslon a.n. Nelson 
Pomalingo dan Hendra S. 

Hemeto 
3. Paslon a.n. Chamdi Ali 

Tumenggung Mayang 
dan Tomy Ishak 

4. Paslon a.n. Rustam Hs. 
Akili dan Dicky Gobel 

2. Bawaslu 
Kabupaten 

Gorontalo 

Permohonan Sengketa No. 
001/PS.PNM.LG/7501/IX/202

0 terkait:  
 

“Petahana yang menggunakan 
kewenangan, program, dan 

kegiatan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Gorontalo Dinas 
Perikanan, Dinas Peternakan 

dan Kesehatan Hewan, Dinas 
Kepemudaan dan Pariwisata 

Kabupaten Gorontalo (Pasal 71 
ayat (2) dan ayat (3) Undang-

Undang No. 10 Tahun 2016), 
dengan objek sengketa 
Keputusan KPU Kabupaten 

Paslon a.n. H. Tonny 
S. Junus dan H. 

Daryatno Gobel, 
melalui kuasa hukum 

Aroman Bobihoe, 
S.H., M.H., dan Rauf 

Abdul Azis, S.H. 

Perkara Tidak 
diregistrasi 

- Permohonan Sengketa No. 
001/PS.PNM.LG/7501/IX/

2020 
Tanggal 25 September 2020 

 
Terlapor: 

KPU Kabupaten Gorontalo 



No. Lembaga 
(Bawaslu, 

PTUN, PN, 
PTTUN, 

DKPP, 
Polisi) 

 
 

Pokok Permasalahan 

 
 

Pemohon/Pelapor/ 
Penggugat/Pengadu 

 
 

Putusan/ 
Rekomendasi 

 
Tindak Lanjut 

Putusan/ 
Rekomendasi 

 
 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 

Gorontalo tentang Penetapan 
Pasangan Calon Peserta 

Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati Gorontalo Tahun 2020” 

3. Bawaslu 

Kabupaten 
Gorontalo 

Permohonan Sengketa No. 

002/PS.PNM.LG/7501/IX/202
0 terkait: 

 
“KPU Kabupaten Gorontalo 
tidak melakukan penelitian 

persyaratan administrasi 
terhadap kelengkapan dan 

keabsahan dokumen 
persyaratan pencalonan dan 

persyaratan calon sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 47 ayat 
(1) dan Pasal 62 ayat (1) 

Peraturan KPU No. 3 Tahun 
2017 sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan KPU No. 9 

Tahun 2020, dengan objek 
sengketa Keputusan KPU 
Kabupaten Gorontalo tentang 

Paslon a.n. H. Tonny 

S. Junus dan H. 
Daryatno Gobel, 

melalui kuasa hukum 
Aroman Bobihoe, 
S.H., M.H., dan Rauf 

Abdul Azis, S.H. 

Perkara Tidak 

diregistrasi 

- Permohonan Sengketa No. 

002/PS.PNM.LG/7501/IX/
2020 

Tanggal 28 September 2020 
 
Terlapor: 

KPU Kabupaten Gorontalo 



No. Lembaga 
(Bawaslu, 

PTUN, PN, 
PTTUN, 

DKPP, 
Polisi) 

 
 

Pokok Permasalahan 

 
 

Pemohon/Pelapor/ 
Penggugat/Pengadu 

 
 

Putusan/ 
Rekomendasi 

 
Tindak Lanjut 

Putusan/ 
Rekomendasi 

 
 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 

Penetapan Pasangan Calon 
Peserta Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Gorontalo Tahun 
2020” 

 

4. Bawaslu 
Kabupaten 

Gorontalo 

Laporan Dugaan Pelanggaran 
Administrasi Pemilihan terkait: 

“Pasal 89 Peraturan KPU No. 1 
Tahun 2020 serta Penggantian 
Pejabat pada Dinas 

Disdukcapil, Plt. Direktur 
Rumah Sakit MM Dunda” 

Robin Bilondatu Perkara 
Diberhentikan 

- Perkara dengan No. 
Registrasi 

10/LP/PB/Kab/29.04/X/2
020 
Tanggal 1 Oktober 2020 

 
Terlapor: 

1. Calon Bupati a.n. Nelson 
Pomalingo 

2. KPU Kabupaten 
Gorontalo 

5. Bawaslu 
Kabupaten 

Gorontalo 

Laporan Dugaan Pelanggaran 
Administrasi Pemilihan terkait: 

“Pasal 71 ayat (3) Undang-
Undang No. 10 Tahun 2016” 

Robin Bilondatu Berdasarkan:  
1. Hasil Kajian 

Bawaslu 
Kabupaten 

Gorontalo atas 
Dugaan 
Pelanggaran No. 

11/LP/PB/29.04/

KPU Kabupaten 
Gorontalo 

menindaklanjuti 
Rekomendasi 

Bawaslu 
Kabupaten 
Gorontalo 

dengan 

Perkara dengan No. 
Registrasi 

11/LP/PB/Kab/29.04/X/2
020 

Tanggal 1 Oktober 2020 
 
Terlapor: 



No. Lembaga 
(Bawaslu, 

PTUN, PN, 
PTTUN, 

DKPP, 
Polisi) 

 
 

Pokok Permasalahan 

 
 

Pemohon/Pelapor/ 
Penggugat/Pengadu 

 
 

Putusan/ 
Rekomendasi 

 
Tindak Lanjut 

Putusan/ 
Rekomendasi 

 
 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 

X/2020 tanggal 10 
Oktober 2020 

2. Berita Acara Pleno 
Bawaslu 

Kabupaten 
Gorontalo No. 

209/GO.03/HK.01
.01/X/2020 
tanggal 10 Oktober 

2020 
3. Surat Bawaslu No. 

210/K.GO-03/PM-
06.02/X/2020 

tanggal 10 Oktober 
2020 Hal 
Penerusan 

Pelanggaran 
Administrasi 

Pemilihan 
 

Bawaslu Kabupaten 
Gorontalo 
memberikan 

Rekomendasi: 

melakukan 
pencermatan dan 

penelitian 
kembali atas 

data atau 
dokumen yang 

diterima dari 
Bawaslu 
Kabupaten 

Gorontalo serta 
menggali, 

mencari, dan 
menerima 

masukan dari 
berbagai pihak 
untuk kejelasan 

dan pemahaman 
dugaan 

pelanggaran 
administrasi a 

quo berdasarkan 
ketentuan Pasal 

17, 18, 19, 20, 
dan 21 Peraturan 

1. Calon Bupati a.n. Nelson 
Pomalingo 

2. KPU Kabupaten 
Gorontalo 



No. Lembaga 
(Bawaslu, 

PTUN, PN, 
PTTUN, 

DKPP, 
Polisi) 

 
 

Pokok Permasalahan 

 
 

Pemohon/Pelapor/ 
Penggugat/Pengadu 

 
 

Putusan/ 
Rekomendasi 

 
Tindak Lanjut 

Putusan/ 
Rekomendasi 

 
 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Terlapor Ketua dan 
Anggota KPU 

Kabupaten 
Gorontalo 

melakukan 
Pelanggaran 

Administrasi 
Pemilihan 
ketentuan Pasal 89 

huruf b Peraturan 
KPU No. 3 Tahun 

2017 jo. PKPU No. 
9 Tahun 2020 

2. Terlapor Nelson 
Pomalingo sebagai 

Calon 
Bupati/Petahana 
melakukan 

pelanggaran Pasal 
71 ayat (3) 

Undang-Undang 
No. 1 Tahun 2015 

3. Meminta Ketua 
dan Anggota KPU 

KPU No. 25 
Tahun 2013 

sebagaimana 
telah diubah 

dengan 
Peraturan KPU 

No. 13 Tahun 
2014, kemudian 
menuangkan 

dalam Formulir 
Model PAPTL-2. 

 
Tindak Lanjut 

Rekomendasi 
Bawaslu 
Kabupaten 

Gorontalo 
terhadap Dugaan 

Pelanggaran 
Administrasi 

Pemilihan No. 
658/KPU-
Kab/X/2020 

berdasarkan 



No. Lembaga 
(Bawaslu, 

PTUN, PN, 
PTTUN, 

DKPP, 
Polisi) 

 
 

Pokok Permasalahan 

 
 

Pemohon/Pelapor/ 
Penggugat/Pengadu 

 
 

Putusan/ 
Rekomendasi 

 
Tindak Lanjut 

Putusan/ 
Rekomendasi 

 
 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 

Kabupaten 
Gorontalo 

memperbaiki 
Keputusan No. 

270/PL.02.3-
Kpt/7501/KPU-

Kab/IX/2020 serta 
mematuhi 
ketentuan Pasal 71 

ayat (5) Undang-
Undang No. 1 

Tahun 2015 jo. 
Pasal 90 ayat (1) 

huruf f Peraturan 
KPU No. 3 Tahun 

2017 

hasil kajian yang 
dilakukan ber-

kesimpulan: 
1. KPU 

Kabupaten 
Gorontalo 

telah 
melakukan 
tata cara, 

prosedur, dan 
mekanisme 

penetapan 
pasangan 

calon sesuai 
dengan 
ketentuan. 

2. Dugaan 
unsur 

pelanggaran 
calon bupati/ 

petahana a.n. 
Nelson 
Pomalingo 



No. Lembaga 
(Bawaslu, 

PTUN, PN, 
PTTUN, 

DKPP, 
Polisi) 

 
 

Pokok Permasalahan 

 
 

Pemohon/Pelapor/ 
Penggugat/Pengadu 

 
 

Putusan/ 
Rekomendasi 

 
Tindak Lanjut 

Putusan/ 
Rekomendasi 

 
 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 

tidak 
terpenuhi. 

3. Terlapor a.n. 
Nelson 

Pomalingo 
tidak terbukti 

melakukan 
pelanggaran 
administrasi 

Pemilihan. 
4. Rekomendasi 

Bawaslu 
Kabupaten 

Gorontalo 
untuk 
memperbaiki 

Keputusan 
KPU 

Kabupaten 
Gorontalo No. 

270/PL.02.3-
Kpt/7501/KP
U-

Kab/IX/2020 



No. Lembaga 
(Bawaslu, 

PTUN, PN, 
PTTUN, 

DKPP, 
Polisi) 

 
 

Pokok Permasalahan 

 
 

Pemohon/Pelapor/ 
Penggugat/Pengadu 

 
 

Putusan/ 
Rekomendasi 

 
Tindak Lanjut 

Putusan/ 
Rekomendasi 

 
 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 

tidaklah tepat 
karena 

bertentangan 
dengan Pasal 

90 ayat (2) 
Peraturan 

KPU No. 3 
Tahun 2017. 

KPU Kabupaten Pohuwato 

1. Bawaslu 
Kabupaten 

Pohuwato 

Permohonan Sengketa No. 
002/PS.REG/BWSL.PHW.29.0

6/X/2020 dengan objek 
sengketa Keputusan KPU 

tentang Penetapan Pasangan 
Calon Peserta Pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupati yang 

Memenuhi Persyaratan Menjadi 
Peserta Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Pohuwato Tahun 
2020 tanggal 2 Oktober 2020. 

 
Pokok Materi: 
“Memerintahkan kepada 

Termohon untuk membatalkan 

Bapaslon a.n. 
Salahudin Pakaya, 

S.H. dan Vicky 
Prasetyo 

Berdasarkan Amar 
Putusan Bawaslu 

Kabupaten Pohuwato 
Nomor Register 

002/PS.REG/BWSL.P
HW.29.06/X/2020: 
1. Menolak Eksepsi 

Termohon untuk 
seluruhnya 

2. Menolak 
Permohonan 

Pemohon untuk 
seluruhnya 

- Perkara dengan No. 
Registrasi 

002/PS.REG/BWSL.PHW.2
9.06/X/2020 

Tanggal 2 Oktober 2020 
 
Terlapor/Termohon: 

KPU Kabupaten Pohuwato 



No. Lembaga 
(Bawaslu, 

PTUN, PN, 
PTTUN, 

DKPP, 
Polisi) 

 
 

Pokok Permasalahan 

 
 

Pemohon/Pelapor/ 
Penggugat/Pengadu 

 
 

Putusan/ 
Rekomendasi 

 
Tindak Lanjut 

Putusan/ 
Rekomendasi 

 
 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 

Keputusan a quo untuk 
kemudian menerbitkan 

Keputusan KPU Kabupaten 
Pohuwato yang baru dengan 

menetapkan Pemohon sebagai 
Pasangan Calon Bupati dan 

Wakil Bupati Pohuwato Tahun 
2020” 

KPU Kabupaten Bone Bolango 

1. Bawaslu 
Kabupaten 

Bone 
Bolango 

Dugaan pelanggaran Pemilihan 
terkait Penetapan Keputusan 

KPU Kabupaten Bone Bolango 
No. 172/PL.02.3-

Kpt/7503/Kab/IX/2020 
tentang Penetapan Pasangan 

Calon Bupati dan Wakil Bupati 
Yang Memenuhi Persyaratan 
Menjadi Peserta Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Bone 
Bolango Tahun 2020 atas nama 

Drs. Ismet Mile, M.M., dan 
Sukandi Talani dengan Laporan 

No. 01/LP/PB/29.03/IX/2020 

Frengkimax Kadir Laporan Dihentikan 
karena tidak 

memenuhi unsur-
unsur pelanggaran 

Pemilihan 

- Laporan dengan No. 
Registrasi  

01/LP/PB/29.03/IX/2020 
 

Terlapor: 
Ketua dan Anggota KPU 

Kabupaten Bone Bolango 
1. Sdr. Adnan A. Berahim, 

M.Pd. 

2. Sdr. Syahbudin Bau, 
S.E. 

3. Sdr. Sofyan Djama, S.Pd. 
4. Sdri. Sutenty Lamuhu, 

S.E. 



No. Lembaga 
(Bawaslu, 

PTUN, PN, 
PTTUN, 

DKPP, 
Polisi) 

 
 

Pokok Permasalahan 

 
 

Pemohon/Pelapor/ 
Penggugat/Pengadu 

 
 

Putusan/ 
Rekomendasi 

 
Tindak Lanjut 

Putusan/ 
Rekomendasi 

 
 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Sdri. Humairoh U. 
Tipuwo, S.Pd., M.Pd. 

 

 
Ketua, 

 
 

Ttd 
 
 

FADLIYANTO KOEM 
 


